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Aanmaning
Ad-Hoc

Arbitrase

Bindende Kracht
Buruh

Chotei
Claiment

Condemnatoir

Conservatoir besla
Das sein

Das sollen
Declaratoir

Eksekusi

Equality before the law
Executorial beslag

Ex officio

Fundamentum petendi
Goodwill

HAM

Industrial

In cracht van gewijsde

GLOSARIUM

: Peringatan berupa pemanggilan untuk masuk

ke persidangan

: Sesuatu yang dibentuk atau dimaksudkan

untuk salah satu tujuan saja

: Proses penyelesaian sengketa yang

disepakati antara pihak yang bersengketa yang disampaikan
kepada arbiter

. Kekuatan mengikat
: Manusia yang menggunakan tenaga dan

kemampuannya untuk mendapatkan balasan
berupa pendapatan dari pemberi
kerja atau pengusaha atau majikan

: Mediasi
: Tuntutan pengakuan bahwa seseorang

berhak memiliki sesuatu

: Putusan yang memuat amar yang

menghukum salah satu pihak yang berperkara

: Penyitaan dan sita jaminan
: Suatu peristiwa konkret yang terjadi di

masyarakat

- Suatu peraturan hukum yang bersifat umum
: Putusan yang hanya sekedar menerangkan

atau menetapkan keadaan saja

: Pelaksanaan putusan hakim

: Persamaan dihadapan hukum

: Sita eksekusi

: Hak hakim yang karena jabatannya dapat

memutus suatu perkara yang tidak disebutkan dalam petitum
tuntutan

: Dasar gugatan

- Aset tidak berwujud

: Hukum dan Hak Asasi Manusia

: Bidang yang menggunakan keterampilan dan

ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di
bidang hasil bumi serta distribusinya

: Putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap
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Konsiliasi

Konstitusi

Lex specialis derogad
lex generali

Litis finiri oportet
Magasid al Syariah

Mediasi
Middelen van den eis

Nationale staat
Nebis in idem

PHK
Rechtsstaat
Regulasi

Reglement op de
rechtsvordering
Rekonstruksi
SDM

Sengketa

Supremacy of law
The rule of law
Verzet

Veil of ignorance

: Penyelesaian perselisihan kepentingan

perselisinan pemutusan hubungan kerja antar serikat kerja di
dalam suatu perusahan melalui musyawarah yang ditengahi
oleh seseorang atau lebih konsiliator

: Hukum dasar negara
: Hukum yang bersifat khusus yang

mengesampingkan hukum yang bersifat
umum

- Setiap perkara harus ada akhirnya
: Sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa

syari’ah diturunkan Allah untuk mencapai
tujuan-tujuan tertentu

: Upaya penyelesaian konflik dengan

melibatkan pihak ketiga yang netral yang dinamai mediator

: Fundamentum petendi/ alasan-alasan

tuntutan

: Dasar negara
: Tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk

kedua kalinya dalam perkara yang sama

: Pemutusan Hubungan Kerja
: Negara Hukum
: Suatu cara yang digunakan untuk

mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu

: Hukum Acara Perdata

: Penyusunan kembali
: Sumber Daya Manusia
: Suatu situasi dimana ada pihak yang merasa

dirugikan oleh pihak lain, yang pihak tersebut menyampaikan
ketidakpuasan kepada pihak kedua

: Supremasi Hukum
: Negara berdasarkan atas hukum
: Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh

tergugat terhadap putusan verstek

: Kabut/ ketidaktauan
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